NOMOR
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BERITA DAERAH
KOTA BEKASI

SERI: E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 102.A TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG PENERAPAN APLIKASI “SIENCANG” (SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BEKASI,

bahwa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor
12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
nomenklatur RKA disetujui diubah menjadi
diverifikasi pada tahap asistensi RKA;

bahwa dalam rangka meningkatkan keselarasan
perencanaan dan penganggaran maka  perlu
dikembangkan format Kerangka Acuan kerja (KAK)
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan ditambahkan
pada menu KAK Renja di SIENCANG;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penerapan Aplikasi
“Siencang” (Sistem Informasi Perencanaan Dan
Penganggaran) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);



15.

16.

17.

18.

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi
dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012
dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem
Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 484);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri
E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan
Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan
di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Bekasi Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun
2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017
Nomor 15 Seri D);

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 71. A Tahun 2017
tentang Model Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis
Kinerja Melalui E-Performance Budget Model (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 71.A Seri E).



Memperhatikan : Berita Acara  Hasil Rapat Pembahasan  terkait
penandatanganan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara
digital oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Nomor 900/33/TAPD.Bappeda tanggal 28 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG PENERAPAN APLIKASI “SIENCANG” (SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2019
tentang Penerapan Aplikasi “Siencang” (Sistem Informasi Perencanaan Dan
Penganggaran) Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2019 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagali
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Bappeda atau sebutan Ilain adalah unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan  penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

8. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bekasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD Provinsi
dan Kabupaten/Kota, TNI, Polri, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas,
tokoh masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa,
pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota, @ Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta
keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termarjinalkan.

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam
aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPIJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.

Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin
olenh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan
pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pengelolaan
keuangan Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Perangkat Daerah.



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan untuk
segala jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang
didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan
oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari
upaya pembangunan daerah secara utuh.

Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang
maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah.

Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun
untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya
diperoleh dari anggaran Pemerintah/Daerah, sebagai bagian integral
dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber
daya manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam bentuk barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan
barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik
yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia
barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang
menyediakan  barang/pekerjaan  konstruksi/jasa konsultasi/jasa
lainnya.

Program Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen
dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.

Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen
yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang
akan dicapai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.



36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang
memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab
atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/
Lembaga/Perangkat Daerah yang bersangkutan.

adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
Perangkat Daerah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

Rembug Warga adalah kegiatan non formal berupa forum musyawarah
warga di tingkat RW yang merupakan wadah untuk melakukan jajak
kebutuhan dan penjaringan aspirasi masyarakat bagi penyiapan usulan
kegiatan pembangunan tahunan di tingkat Kelurahan.

Musrenbang kelurahan adalah musrenbang tahunan di tingkat
Kelurahan.

Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang tahunan ditingkat
Kecamatan.

Forum Perangkat Daerah dan/atau forum gabungan Perangkat Daerah
adalah wadah bersama untuk membahas prioritas pembangunan hasil
musrenbang tingkat pemerintahan di bawahnya untuk menyusun
rencana kerja Perangkat Daerah.

Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak langsung atau tidak
langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan langsung
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi
kewenangnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan
dan menyejahterakan rakyat.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran yang selanjutnya
disebut Siencang adalah aplikasi yang digunakan untuk
mengakomodasi proses perencanaan partisipatif dan penganggaran
dalam perencanaan pembangunan di Kota Bekasi melalui sistem
informasi elektronik.

Administrator aplikasi Siencang adalah orang atau sejumlah orang yang
bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai
pengguna.

Input usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang
dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.

Update usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan
kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.

Delete usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian
usulan kegiatan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai ketentuan.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan
dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung
biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga
Kemasyarakatan mitra kerja Kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan
untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.

Standar Harga Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHT adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks batasan tertinggi yang
ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi.

Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan
biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk
menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tim Asistensi adalah tim yang terdiri dari pejabat struktural, pejabat
fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah yang ditugaskan
untuk melakukan pendampingan yang dibentuk oleh Ketua TAPD.
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2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Proses penyusunan rencana kegiatan melalui Siencang dilakukan dengan
tahapan sebagai berikut:

a.

rembug warga tingkat RW untuk menyepakati maksimal 4 (empat)
usulan musrenbang yang akan disampaikan dalam Renja Perangkat
Daerah dan usulan yang akan disampaikan di Kecamatan;

. usulan musrenbang yang telah disepakati dan diinput akan menjadi

Berita Acara yang diunggah ke dalam aplikasi Siencang dengan
menggunakan akun RW;

. Kelurahan melakukan verifikasi (terima/tolak) terhadap usulan

Musrenbang yang disampaikan RW dengan melakukan validasi terhadap
data yang diunggah/input;

.usulan Musrenbang yang berasal dari LPM, PKK dan Karang Taruna

dilakukan input melalui Kelurahan;

. Kecamatan melakukan verifikasi (terima/tolak) terhadap usulan

Musrenbang yang telah diinput oleh Kelurahan;

usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan hasil reses DPRD diinput
olenh Kelurahan berdasarkan data rekapitulasi yang disampaikan
Perangkat Daerah dan DPRD melalui Bappeda;

. Perangkat Daerah melakukan verifikasi (terima/tolak) serta memperbaiki

data usulan Renja dan reses DPRD atas hasil input Renja oleh
Kelurahan dan melakukan survey lapangan terhadap usulan Renja dan
usulan hasil Musrenbang;

. kegiatan forum gabungan diselenggarakan untuk melakukan

penyesuaian usulan dengan renja Perangkat Daerah dan menyelaraskan
usulan dengan isu strategis dalam RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota
Bekasi;

. pelaksanaan Musrenbang Kota sebagai forum untuk memaduserasikan

usulan masyarakat dengan prioritas kegiatan Perangkat Daerah;

. pengintegrasian usulan Musrenbang ke dalam Renja Perangkat Daerabh;
. pengintegrasian usulan Musrenbang dalam aplikasi Siencang;

. renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan penyusunan KAK melalui

Siencang sesuai tahapan dan format penyusunan oleh Perangkat
Daerah.
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3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 21

Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan, yaitu untuk:

a. mewujudkan  konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan
kelengkapan adminitrasi kegiatan,;

b. menyelaraskan usulan dengan Renja Perangkat Daerah dan isu
strategis dalam RKPD, RPIJMD dan RPJPD Kota Bekasi;

c. melakukan seleksi terhadap usulan RW, Kelurahan, dan Kecamatan;

d. mengidentifikasi struktur Renja Perangkat Daerah yang diuraikan
pada penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam aplikasi Siencang.

Kepala Bidang di BAPPEDA yang melakukan verifikasi dan persetujuan
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Renja Perangkat Daerah sesuai lingkup
Perangkat Daerahnya.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tahapan usulan kegiatan yang menjadi Renja Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut:

a.

usulan kegiatan baik itu dari hasil reses, rencana kerja Perangkat
Daerah dan musrenbang yang telah disetujui hingga tahapan akhir
disusun menjadi Renja Perangkat Daerah;

dalam hal anggaran keseluruhan Renja Perangkat Daerah melebihi
proyeksi pendapatan, Bappeda berwenang dalam penentuan prioritas
kegiatan kategori (n) dan (n+1).

5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Tahapan Penyusunan RKA:

a.

Bagian Pembangunan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
Kota Bekasi menyiapkan komponen SBM dan SHT yang akan
digunakan dalam aplikasi Siencang dan ditetapkan  dengan
Keputusan Wali Kota;

Bappeda mengisikan kegiatan, target output untuk tiap-tiap kegiatan,
nilai pagu dan subtitle dari tiap kegiatan untuk semua Perangkat
Daerah maksimal 1 (satu) minggu sebelum Surat Edaran (SE) beredar;
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TAPD membuat dan mengirimkan SE Ketua TAPD terkait dengan
waktu mulai penyusunan RKA maksimal 2 (dua) minggu sebelum
penyusunan anggaran dimulai,

Perangkat Daerah mulai mengisikan RKA untuk tiap-tiap kegiatan
dengan subtitle yang telah ditetapkan, dan nilai pagu tidak boleh
melebihi pagu yang ditetapkan Bappeda, sejak SE diterima sampai
dengan 1 (satu) minggu setelah waktu mulai;

BPKAD melaksanakan pengelolaan input RKA/penyusunan anggaran
seluruh Perangkat Daerah melalui aplikasi Siencang dan bertindak
sebagai Koordinator Tim Asistensi;

Tim asistensi sebagai pendamping Perangkat Daerah secara paralel
melakukan pengecekan kesesuaian isi RKA yang telah diinput oleh
Perangkat Daerah dengan ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi, dan memberikan masukan, saran kepada Perangkat
Daerah jika menemukan sesuatu yang tidak sesuai agar dilakukan
perbaikan melalui asistensi digital pada aplikasi Siencang, sejak
Perangkat Daerah menginput RKA sampai dengan 2 (dua) minggu
setelahnya. Raperda APBD yang telah disusun, disampaikan oleh
PPKD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama. Dan
sampai dengan proses pembahasan di DPRD, penyelia ikut
mendampingi Perangkat Daerah dalam mempertanggungjawabkan
isian RKA,;

prosedur input RKA/penyusunan anggaran sebagaimana diatur pada
lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Wali Kota,;

mekanisme verifikasi dan persetujuan Tim Asistensi sebagaimana
dimaksud huruf f dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi
Siencang dengan tetap menjaga keaslian data RKA melalui QR code;

RKA-Perangkat Daerah dibahas di Badan Anggaran (Banggar), yang
mana pada Banggar ini melibatkan DPRD dan Pemerintah Kota
Bekasi dalam rangka proses perangkaan sebagai bahan paripurna
dalam penyusunan Raperda APBD;

setelah itu Raperda APBD dikirim ke Provinsi untuk dievaluasi
sebelum dijadikan Peraturan Daerah sehingga menjadi DPA.

Pasal |1

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 5 September 2019

WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 5 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 102.A SERI E

15



Paraf Koordinasi :

Kepala Bappeda
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